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PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Thn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

. t=mpat dan
tanggal lahir Lamango, 30 April 1997, agama Islam,
pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di Kampung Dalinsaheng Lendongan
V, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro,

Provinsi Sulawesi Utara sebagai Penggugat;

melawan

I tmpat dan tanggal lahir Tatelu, 10

Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Petani,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kampung Lamanggo, Lendongan V,
Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro,

Provinsi Sulawesi Utara sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2023
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tahuna, dengan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Thn, tanggal 20
Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 12 Januari 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/1/2015 pada tanggal 12
Januari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di Desa Tatelu selama kurang lebih 9
(sembilan) bulan, kemudian pindah ke Kampung Lamanggo selama 6
(enam) tahun dan sering pulang pergi dari Lamanggo ke Manado dan
berpisah pada bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 2 (dua) orang
anak yang bernama:

a. Rifaldo Kansil bin Rahman Kansil, umur 7 tahun.

b. Buang Kansil bin Rahman Kansil, umur 4 tahun.

Saat ini keduanya ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak
harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk
dan sering melontarkan kata kata kasar dan makian;

b. Bahwa Tergugat sering lalai untuk memberikan nafkah kepada
Penggugta;

c. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga
yakni memukul Penggugat dan sering mengancam untuk menyakiti
Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar
bulan Juni tahun 2022, yang dimana pada saat itu terjadi pertengkaran
hebat antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat dan Tergugat
berpisah sampai dengan sekarang.

6. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022

sampai dengan sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) bulan;
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7. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada hubungan komunikasi.

8. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi
sebagaimana surat keterangan keluarga kurang mampu dari Kapitalau
Lamanggo Nomor : 16/02/SKKM/1/2023 tanggal 18 Januari 2023 oleh
sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma -
cuma (prodeo);

10.Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai
dengan tujuan perkawinan vyaitu sakinah mawaddah wa rahmah,
sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri
perkawinan Penggugat dan Tergugat;

11.Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Tahuna, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (GCNGNGEEEE
I - hadep Penggugat (N
-

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak
datang menghadap di persidangan, tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat
panggilan (relaas) Nomor: 6/Pdt.G/2023/PA.Thn tertanggal 20 Januari 2023
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yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil’lkuasanya yang sah,
meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Thn
tanggal 20 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bhawa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan

Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui
instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa
Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan
Agama Tahuna Tahun 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur

2. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum’at tanggal 10 Februari 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat,
S.H.l.,, M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.l, M.H. dan Hj.
Nadzarina Hanuranda, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I, M.H. Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp0,00
2. Proses Rp0,00
3. Panggilan Rp0,00
4. Redaksi Rp0,00
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5. Meterai Rp0,00
Jumlah Rp0,00
(‘rupiah)
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